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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-1/2003 perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-1/2003 perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009/PUU-1/2003 perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-1/2003 perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-1/2003 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-1/2003 perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-1/2003 perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan
Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-Undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-1/2003 perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-1/2003 perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya
Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Irian Jaya Tengah,
Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten
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Puncak Jaya, dan Kota Sorong terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-1/2003 perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 020/PUU-1/2003 perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-1/2003 perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-11/2004 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-11/2004 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-11/2004 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-11/2004 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-11/2004 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kesejahteraan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-11/2004 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-11/2004 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-11/2004 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 053/PUU-11/2004 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 055/PUU-11/2004 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 057/PUU-11/2004 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 061/PUU-11/2004 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 065/PUU-11/2004 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-11/2004 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU-11/2004 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 069/PUU-11/2004 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-11/2004 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi
Sulawesi Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 071/PUU-11/2004 dan Nomor 001-
002/PUU-I11/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-11/2004 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I11/2005 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I11/2005 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I11/2005 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-I11/2005 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah
Pertanian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 020/PUU-V/2007 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 051-052-059/PUU-VI1/2008 perihal
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 027/PUU-VI1/2009 perihal Pengujian
Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 027/PUU-VI11/2009 perihal Pengujian
Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-VI11/2009 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 023-026/PUU-V111/2010 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-1X/2011 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 071/PUU-1X/2011 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-X/2012 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-X/2012 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan
Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-X/2012 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 075/PUU-X/2012 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 092/PUU-X/2012 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-XI1/2013 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 041/PUU-XI1/2013 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif
Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas
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Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga
Tinggi Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 064/PUU-X1/2013 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-X1/2014 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 025/PUU-XI1/2014 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 050/PUU-XI11/2014 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 051/PUU-XI11/2014 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 069/PUU-XI11/2014 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072/PUU-XI11/2014 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor
30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 076/PUU-XI11/2014 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XI11/2014 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XI111/2015 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 038/PUU-XI11/2015 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XI111/2015 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 061/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 063/PUU-XV/2017 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PUU-XV1/2018 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 029/PUU-XV1/2018 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 042/PUU-XV1/2018 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058/PUU-XV1/2018 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-XV1/2018 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 074/PUU-XV1/2018 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 081/PUU-XV1/2018 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-XV11/2019 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVI111/2020 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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